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ABSTRAK 
 
Muhammad Yusuf Iqbal, E0012265, PERANAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN 
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN KECAMATAN 
COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016. 
Penelitian ini membahas tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa 
dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa di 
Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. BPD sebagai salah 
satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wadah 
pelaksana demokrasi di desa dan telah menunjukan peran yang sangat penting 
dalam mendukung terlaksananya tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 
efisien.  
Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
bagaimanakah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Baturan 
Kecamatan Colomadu Kabupate Karanganyar. Kedua, kendala-kendala apa saja 
yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan bagaimanakah penyelesaian 
solusinya.  
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Baturan Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
penelitianempiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 
narasumber pada instansi tersebut. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan perannya sebagai 
pelaksana pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baturan 
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan fungsinya 
seperti pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Desa, pengawasan terhadap 
pendapatan dan belanja desa, pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, 
pengawasan terhadap pelayanan Kepala Desa serta perangkat desa terhadap 
masyarakat. 
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Tentang Desa 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Muhammad Yusuf Iqbal, E0012265, THE ROLE OF THE 
CONSULTATIVE BODIES OF THE VILLAGE (BPD) IN THE 
IMPLEMENTATION OF SURVEILLANCE AGAINST THE HOLDING 
OF VILLAGE GOVERNANCE BY LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT 
VILLAGE STUDY IN THE VILLAGE OF BATURAN SUB-DISTRICT of 
COLOMADU KARANGANYAR REGENCY.Skripsi: Faculty of law, 
University Sebelas Maret Surakarta 2016. 
 This study discusses the role of the Consultative Bodies of the village 
(BPD) in conducting oversight towards the Organization of the Government of the 
village of Baturan in the village of Colomadu sub-district of Karanganyar 
Regency. The Agency's consultative village as one of the elements of the 
Organization of the Government of the village formed as container implementing 
democracy in the village and has showed a very important role in supporting the 
implementation of the Government's holding of the village layout. 
 This law describes writing and reviewing the issue, first how the role of 
the Consultative Bodies of the village in the implementation of surveillance 
against the conduct of the Government of the village of Baturan sub-district of 
Colomadu Village in Karanganyar Regency. Second, what are the obstacles faced 
by the Agency's consultative village in conducting surveillance against the 
conduct of the Government of the village, and how is the completion of the 
solution. 
 This research was carried out in Baturan village of Colomadu Sub-district 
Hall Karanganyar Regency. The author uses data collection techniques in the 
form of empirical research by conducting the interview directly to the speaker in 
such establishments. 
 The research results showed that the supervisory body of the provisional 
village in the village of Baturan sub-district of Colomadu Karanganyar Regency 
is in compliance with the applicable local Karanganyar Regency number 25 in 
2006 about the Agency's consultative village and law number 6 Year 2014 Of the 
village. Based on its role as a Consultative Body monitoring, implementing 
village in Baturan village of Colomadu sub-district of Karanganyar Regency has 
been carrying out its functions such as supervision of implementing Regulations 
against the village, surveillance against income and expenditure of the village, the 
village head of supervision, surveillance against the village chief and Councilor 
to the community. 
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